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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 59 TAHUN 2023 

TENTANG 

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 2023-2027 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan 
pemerintahan dan kinerja aparatur yang optimal di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu dilakukan  

penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Jayapura tentang Peta Rencana Sistem    
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten 

Jayapura 2023-2027; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

1999 Nomor 154); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021        
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran   Negara  
Republik. Indonesia   Nomor   4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5962); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6841); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 6400); 

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112); 

15. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang 

Pendayagunaan Teknologi Informasi  dan Komunikasi di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2022 Nomor 93); 
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16. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 94); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM 
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH 

KABUPATEN JAYAPURA 2023-2027 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 

4. Bupati adalah Bupati Jayapura. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. 

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat 
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

pengguna SPBE. 

7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 

proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan 
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 

8. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya 

disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah 
dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 

9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka yang memastikan terlaksananya 
pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE 
secara terpadu. 

10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan 
SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE 
yang berkualitas. 

11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau 
beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 

12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat Iunak, dan 
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, 
aplikasi, komunikasi  data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 

integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. 

13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan 

prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi       
Layanan SPBE. 

14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu        

dalam SPBE. 
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15. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset 
teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengen 
kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. 

16. Penyelengara SPBE adalah tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh 

Bupati guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, 
Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta 

pemantauan adan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. 

17. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk 
meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE. 

 
 

BAB II 

PETA RENCANA SPBE 

Pasal 2 

(1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura disusun dengan berpedoman 
pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Jayapura, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis 

Pemerintah Daerah. 

(2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura disusun untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan  SPBE Kabupaten 
Jayapura dalam  rangka  melakukan pembangunan, pengembangan, dan 
penerapan SPBE Kabupaten  Jayapura. 

(3) Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura sebagaimana dimakaud pada 
ayat (2) memuat  : 
a. tata kelola SPBE Kabupaten Jayapura;  

b. manajemen SPBE  Kabupaten Jayapura;  
c. layanan SPBE Kabupaten Jayapura; 

d. infrastruktur SPBE Kabupaten Jayapura; 
e. aplikasi SPBE Kabupaten Jayapura; 
f. keamanan SPBE Kabupaten Jayapura; dan 

g. Audit teknologi informasi dan komunikasi. 

(4) Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura dilakukan reviu paling sedikit   

1 (satu)  kali  dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan : 
a. perubahan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura; 
b. perubahan  rcncana strategis Kabupaten Jayapura; 

c. perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten Jayapura; dan 
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Jayapura. 

(5) Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 

Bupati. 
 

 
Pasal 3 

(1) Peta Rencana pada pasal SPBE Kabupaten Jayapura sebagaimana 

dimaksud meliputi  : 
a. BAB I PENDAHULUAN ;  
b. BAB II    METODOLOGI PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE; 

c. BAB III  PETA RENCANA SPBE 2023-2028; dan 
d. BAB IV PENUTUP. 

(2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 
 
 

Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 10 Juli 2023 

Pj. BUPATI JAYAPURA, 
ttd 

 

TRIWARNO PURNOMO 
 

 

Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 11 Juli 2023      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
                                  ttd 
 

   HANA S. HIKOYABI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR  59 

               salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK. I 
                 NIP 19840612 201004 1 003 

 

 
 


